
    

 

 

 

BUPATI SLEMAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR 1.6 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  

TAHUN 2021-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan 

multisektor dengan beragam karakteristik yang mendesak 

dan memerlukan langkah penanganan yang sistematis, 

terpadu dan menyeluruh, sehingga diperlukan langkah 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman dengan 

menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah 

sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, 

program dan kegiatan untuk menurunkan angka 

kemiskinan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata 

Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan 

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu 

menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

Kabupaten/Kota sebagai penjabaran dari strategi dan 

program kebijakan penanggulangan kemiskinan;  



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah Tahun 2021-2026; 

Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950       

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15  

Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 199); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 

tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan 

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi 



Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);  

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Penanangulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 118); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021-2026. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak 

dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan 

pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, 

tanah, sumberdaya alam, rasa aman dan partisipasi. 

2. Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan 

dirinya dan/atau keluarganya. 

3. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan serta program pemerintah 

dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan 

bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah 

penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

4. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia 

usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan 

usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka 

meningkatkan kegiatan ekonomi. 

5. Basis Data Terpadu yang terintegrasi dalam Sistem Penanggulangan 

Kemiskinan yang selanjutnya disingkat BDT adalah sistem data elektronik 

yang berisi nama, alamat, nomor induk kependudukan dan keterangan 

dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dengan tingkat 

kesejahteraan terendah, yang menjadi acuan utama penetapan sasaran 



program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala 

nasional maupun daerah. 

6. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya 

disingkat TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku 

kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan 

kemiskinan. 

7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya 

disebut TKPK Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas 

pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Sleman. 

8. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang 

penanggulangan kemiskinan, untuk periode 5 (lima) tahun dengan sasaran 

rumah tangga dan individu dalam basis data terpadu (BDT) yang terintegrasi 

dalam system informasi penanggulangan kemiskinan dan/atau data 

terpadu fakir miskin yang merupakan penjabaran dari Isu strategis dan 

Indikator Kinerja Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah. 

9. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 

10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. 

11. Bupati adalah Bupati Sleman. 

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 

Maksud 

Pasal 2 

Maksud penyusunan RPKD adalah untuk: 

a. menetapkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan 

sasaran masyarakat miskin dan/atau rentan miskin yang terintegrasi 

dalam BDT; dan 

 

 



b. memandu intervensi program dan kegiatan dari Perangkat Daerah 

pelaksana penanggulangan kemiskinan secara terpadu, terarah dan 

terstruktur. 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 3 

Tujuan penyusunan RPKD adalah untuk: 

a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan 

kemiskinan yang dilakukan oleh semua pihak, untuk mengatasi 

kemiskinan di Daerah; dan 

b. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan 

kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam 

mendukung tujuan pembangunan nasional. 

BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 4 

(1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN; 

b. BAB II  KONDISI UMUM DAERAH; 

c. BAB III  PROFIL KEMISKINAN DAERAH; 

d. BAB IV PRIORITAS PROGRAM; 

e. BAB V  LOKASI PRIORITAS KEMISKINAN; dan 

f. BAB VI  PENUTUP 

(2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar 

belakang dan landasan hukum penyusunan RPKD. 

(3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

memuat kondisi umum Daerah yang meliputi kondisi perekonomian, 

kondisi geografis, kondisi demografis, akses pelayanan publik, dan 

informasi sosial budaya yang berkaitan dengan penanggulangan 

kemiskinan. 

(4) Profil Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat 

tentang kondisi kemiskinan di Daerah yang meliputi kondisi kemiskinan 

konsumsi dan kemiskinan non konsumsi. 



(5) Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat 

(2) dua bagian yaitu bagian prioritas intervensi program penanggulangan 

kemiskinan di Daerah Tahun 2021-2026 dan bagian analisa anggaran 

berisi uraian tentang potensi sumber dana yang dikelola Pemerintah 

Daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

(6) Lokasi Prioritas Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

memuat lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di Daerah tahun 

2021-2026. 

(7) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat rangkuman 

mengenai tujuan, sasaran dan program-program penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Sleman Periode 2021-2026 yang disajikan 

dalam matriks. 

Pasal 5 

RPKD Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksananaan RPKD ditingkat Daerah 

dilakukan oleh Wakil Bupati selaku Ketua TKPK; 

(2) Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD ditingkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku 

penanggungjawab TKPK Daerah dan ditembuskan kepada Gubernur 

selaku penanggung jawab TKPK Tingkat Provinsi. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. 

 Ditetapkan di Sleman 

pada tanggal  3 Januari 2022 

BUPATI SLEMAN, 

 

Ttd. 

 

KUSTINI SRI PURNOMO 

Diundangkan di Sleman  

Pada tanggal  3 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN, 

Ttd. 

HARDA KISWAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 1.6 
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